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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

 

a. Pengertian 

Secara umum indeks adalah petunjuk yang sistematik kepada satuan-

satuan yang terkandung di dalam, atau konsep yang diturunkan dari 

koleksi entitas atau basis data. Disamping itu, dalam pengertian praktis 

indeks juga dapat didefinisikan sebagai daftar referensi secara alfabetis 

yang biasanya terdapat pada bagian akhir sebuah buku. Dalam ilmu 

perpustakaan indeks mempunyai arti yang luas, yang secara umum dapat 

diartikan sebagai catatan mengenai nilai-nilai dari berbagai atribut yang 

diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pencarian informasi. 

 

Sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi 

tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran 

secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam 

memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik 

dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. 
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b. Maksud dan Tujuan  

Maksud; sebagai acuan dan standar bagi Unit Pelayanan Instansi 

Pemerintah di Pusat maupun di Daerah, dalam melakukan penyusunan 

indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di lingkungan 

instansi/unit pelayanan kesehatan. 

Tujuan; untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat secara berkala dan 

mengetahui kecenderungan kinerja pelayanan kesehatan sebagai Unit 

Pelayanan Instansi Pemerintah dari waktu ke waktu, atau untuk mengetahui 

tingkat kineqa unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk 

menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan - kualitas pelayanan 

publik selanjutnya. Bagi masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat dapat 

digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang 

bersangkutan. 

 

c. Manfaat 

Manfaat Indeks Kepuasaan Masyarakat sebagai berikut :  

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur 

dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada publik 

2. Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang telah 

dilaksanakan oleh unit pelayanan kesehatan secara periodik 

3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang 

perlu dilakukan 

4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap 

hasil pelaksanaan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bintan 
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5. Bagi masyarakat dapat mengetahui gambaran tentang kinerja unit 

pelayanan kesehatan di lingkungannya. 

 

d. Unsur-Unsur Penilaian 

Ke-14 indikator yang akan dijadikan instrumen pengukuran berdasarkan 

IKM ( Indeks Kepuasan Mayarakat ) adalah sebagai berikut : 

1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur 

pelayanan. Sehubungan dengan hal di atas, dalam sendi-sendi 

pelayanan prima seperti yang dikutip Warella (1997) menyebutkan 

bahwa untuk menilai pelayanan publik yang berkualitas dapat 

digunakan kriteria-kriteria antara lain (1) kesederhanaan yaitu bahwa 

prosedur atau tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, 

lancer, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan dilaksanakan 

oleh yang meminta pelayanan, (2) Adanya kejelasan dan kepastian 

mengenai prosedur atau tatacara pelayanan, (3) Adanya keterbukaan 

dalam prosedur pelayanan. Kemudian menurut Carlson dan Schwartz 

(dalam denhardt, 2003) menyatakan bahwa ukuran komprehensif 

untuk servqual sektor publik antara lain (1) Convenience (kemudahan) 

yaitu ukuran dimana pelayanan pemerintah adalah mudah diperoleh 

dan dilaksanakan masyarakat. Salah satu unsur pokok dalam menilai 

kualitas jasa yang dikembangkan Tjiptono (2002) antara lain (1) 

Accessibility and Flexibility dalam arti system operasional atau 

prosedur pelayanan mudah diakses dan dirancang fleksibel 

menyesuaikan permintaan dan keinginan pelanggan. 

2. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif 

yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis 

pelayanannya. Sehubungan dengan hal di atas, dalam sendi-sendi 

pelayanan prima seperti yang dikutip Warella (1997) menyebutkan 

bahwa untuk menilai pelayanan publik yang berkualitas dapat 

digunakan kriteria-kriteria antara lain (1) Adanya kejelasan 

persyaratan pelayanan baik teknis maupun administrasi, (2) 

Keterbukaan mengenai persyaratan pelayanan, (3) Efisiensi 

persyaratan dalam arti bahwa dibatasi pada hal-hal yang berkaitan 

langsung dengan pelayanan serta dicegah adanya pengulangan 

pemenuhan persyaratan. 

3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian 

petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan, serta 

kewenangan dan tanggung jawab). Sehubungan dengan hal di atas, 

menurut Gaspersz (1997), atribut atau dimensi yang harus 

diperhatikan dalam perbaikan kualitas pelayanan antara lain (1) 

Kemudahan mendapatkan pelayanan yang berkaitan dengan kejelasan 

dan kemudahan petugas yang melayani, (2) Tanggung jawab yang 
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berkaitan dengan penerimaan pelayanan dan penanganan keluhan dari 

pelanggan eksternal. Kemudian Morgan dan Murgatroyd (1994) 

mengemukakan beberapa kriteria persepsi pelanggan terhadap kualitas 

pelayanan antara lain (1) Responsiveness yaitu kesediaan untuk 

membantu pelanggan dengan menyediakan pelayanan yang cocok 

seperti yang mereka inginkan, (2) Access yaitu mudah melakukan 

kontak dengan penyedia jasa. 

4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam 

memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja 

sesuai ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan hal di atas, 

menurut Morgan dan Murgatroyd (1994), beberapa kriteria persepsi 

pelanggan terhadap kualitas pelayanan antara lain (1) Reliability yaitu 

kemampuan untuk melaksanakan pelayanan yang telah dijanjikan 

dengan tepat waktu, (2) Credibility yaitu dapat dipercaya, jujur dan 

mengutamakan kepentingan pelanggan. Kemudian menurut Carlson 

dan Schwarz (dalam Denhardt, 2003) yang mengatakan bahwa ukuran 

yang komprehensif untuk servqual sektor publik antara lain (1) 

Reliability (keandalan) yaitu menilai tingkat dimana pelayanan 

pemerintah disediakan secara benar dan tepat waktu, (2) Personal 

attention (perhatian kepada orang) yaitu ukuran tingkat dimana aparat 

menyediakan informasi kepada masyarakat dan bekerja sungguh-

sungguh dengan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka. 

5. Tanggung jawab petugas pelayanan yaitu kejelasan wewenang dan 

tanggung jawab dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan. 

Sehubungan dengan hal di atas, dalam sendi-sendi pelayanan prima 

seperti yang dikutip Warella (1997) menyebutkan bahwa untuk 

menilai pelayanan publik yang berkualitas dapat digunakan kriteria-

kriteria antara lain (1) Kejelasan dan kepastian unit kerja atau pejabat 

yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan 

pelayanan, (2) Keterbukaan mengenai satuan kerja/ pejabat 

penanggungjawab pemberi pelayanan. 

6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan 

keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan 

pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal di atas, 

menurut Tjiptono (2002) mengemukakan beberapa unsur untuk 

menilai kualitas jasa yang antara lain (1) Profesionalism and Skill; 

yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan (intelektual, 

fisik, administrasi maupun konseptual) yang dibutuhkan untuk 

memecahkan masalah pelanggan secara profesional. Kemudian 

Morgan dan Murgatroyd (1994) mengemukakan beberapa criteria 

persepsi pelanggan terhadap kualitas pelayanan antara lain (1) 

Competence, yaitu menyangkut pengetahuan dan keterampilan yang 

diperlukan untuk melaksanakan pelayanan. 

7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat 

diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit 

penyelenggara pelayanan. Sehubungan dengan hal di atas, menurut 

Gaspersz (1997), atribut atau dimensi yang harus diperhatikan dalam 

perbaikan kualitas pelayanan antara lain (1) Ketepatan waktu 
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pelayanan, dimana hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan 

waktu tunggu dan waktu proses. Kemudian dalam sendi-sendi 

pelayanan prima seperti yang dikutip Warella (1997) menyebutkan 

bahwa untuk menilai pelayanan publik yang berkualitas dapat 

digunakan kriteriakriteria antara lain (1) Keterbukaan waktu 

penyelesaian, (2) Ketepatan waktu yaitu bahwa pelaksanaan 

pelayanan publik dapat diseleaikan dalam kurun waktu yang telah 

ditentukan. 

8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan 

dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani. 

Sehubungan dengan hal di atas, menurut Carlson dan Schwartz (dalam 

denhardt, 2003) menyatakan bahwa ukuran komprehensif untuk 

servqual sektor publik antara lain (1) Fairness (keadilan) yaitu ukuran 

tingkat dimana masyarakat percaya bahwa pelayanan pemerintah 

disediakan sama untuk semua orang. Selanjutnya dalam sendi-sendi 

pelayanan prima seperti yang dikutip Warella (1997) menyebutkan 

bahwa untuk menilai pelayanan publik yang berkualitas dapat 

digunakan kriteria-kriteria antara lain (1) Keadilan yang merata yaitu 

bahwa cakupan/jangkauan pelayanan harus diusahakan seluas 

mungkin dengan distribusi yang merata dan diberlakukan. 

9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku 

petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara 

sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati. 

Sehubungan dengan hal di atas, menurut Gaspersz (1997), atribut atau 

dimensi yang harus diperhatikan dalam perbaikan kualitas pelayanan 

antara lain kesopanan dan keramahan dalam memberikan khususnya 

interaksi langsung. Kemudian Morgan dan Murgatroyd (1994) 

mengemukakan kriteria persepsi pelanggan terhadap kualitas 

pelayanan yaitu Courtessy, yaitu sikap sopan, menghargai orang lain, 

penuh pertimbangan dan persahabatan. Selain itu, menurut Zeithaml 

dkk salah satu dimensi untuk mengukur kepuasan pelanggan antara 

lain (1) Assurance yaitu kemampuan dan keramahan serta sopan 

sanun pegawai dalam meyakinkan kepercayaan konsumen, (2) 

Emphaty yaitu sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai 

terhadap konsumen. 

10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat 

terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan. 

Sehubungan dengan hal di atas, dalam pelayanan prima seperti yang 

dikutip Warella (1997) menyebutkan bahwa untuk menilai pelayanan 

publik yang berkualitas dapat digunakan kriteria-kriteria antara lain 

(1) Ekonomis yaitu biaya pelayanan harus ditetapkan secara wajar 

dengan memperhatikan. Kemudian Tjiptono (2002) mengemukakan 

beberapa unsur untuk menilai kualitas jasa yang antara lain (1) 

Reputation and Credibility yaitu pelanggan menyakini bahwa operasi 

dari penyedia jasa dapat dipercaya dan memberikan nilai atau imbalan 

yang sesuai dengan pengorbanannya atau biayanya. 

11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang 

dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan 
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hal di atas, dalam pelayanan prima seperti yang dikutip Warella 

(1997) menyebutkan bahwa untuk menilai pelayanan publik yang 

berkualitas dapat digunakan kriteriakriteria antara lain (1) Kejelasan 

dan kepastian mengenai rincian biaya/tariff pelayanan dan tatacara 

pembayarannya, (2) Keterbukaan mengenai rincian biaya/tariff 

pelayanan. 

12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan 

hal di atas, dalam pelayanan prima seperti yang dikutip Warella 

(1997) menyebutkan bahwa untuk menilai pelayanan publik yang 

berkualitas dapat digunakan kriteria-kriteria antara lain (1) Kejelasan 

dan kepastian yaitu yang menyangkut jadwal waktu penyelesaian 

pelayanan. Kemudian Carlson dan Schwartz (dalam denhardt, 2003) 

menyatakan bahwa ukuran komprehensif untuk servqual sektor publik 

antara lain (1) Reability (keandalan) yaitu menilai tingkat dimana 

pelayanan pemerintah disediakan secara benar dan tepat waktu. 

13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana 

pelayanan yang bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan 

rasa nyaman kepada penerima pelayanan. Sehubungan dengan hal di 

atas, menurut Gaspersz (1997), atribut atau dimensi yang harus 

diperhatikan dalam perbaikan kualitas pelayanan antara lain (1) 

Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan yang berkaitan dengan 

lokasi, ruang tempat pelayanan, kemudahan menjangkau, ketersediaan 

informasi dan lain-lain, (2) Atribut pendukung pelayanan lainnya yang 

berkaitan dengan lingkungan, kebersihan, ruang tunggu, fasilitas 

musik dan lain-lain. Kemudian menurut Zeithaml dkk salah satu 

dimensi untuk mengukur kepuasan pelanggan antara lain (1) 

Tangibles yaitu yang berupa sarana fisik perkantoran, komputerisasi 

administrasi, ruang tunggu, tempat informasi dan lain-lain. 

Selanjutnya di dalam pelayanan prima seperti yang dikutip Warella 

(1997) menyebutkan bahwa untuk menilai pelayanan publik yang 

berkualitas dapat digunakan kriteria-kriteria antara lain (1) penilaian 

fisik lainnya antara lain kebersihan dan kesejukan lingkungan. 

14. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnnya tingkat keamanan 

lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang 

digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan 

pelayanan terhadap resikoresiko yang diakibatkan dari pelaksanaan 

pelayanan. Sehubungan dengan hal di atas, menurut Morgan dan 

Murgatroyd (1994) mengemukakan beberapa kriteria persepsi 

pelanggan terhadap kualitas pelayanan antara lain (1) Security yaitu 

bebas dari resiko, bahaya dan keragu-raguan. Kemudian Carlson dan 

Schwartz (dalam denhardt, 2003) menyatakan bahwa ukuran 

komprehensif untuk servqual sektor publik antara lain (1) Security 

yaitu ukuran tingkat dimana pelayanan yang disediakan membuat 

masyarakat merasa aman dan yakin ketika menerimanya. Selain itu, 

dalam pelayanan prima seperti yang dikutip Warella (1997) 

menyebutkan bahwa untuk menilai pelayanan publik yang berkualitas 

dapat digunakan kriteria-kriteria antara lain (1) Keamanan yaitu 



17 

 

proses serta hasil pelayanan dapat memberikan keamanan, 

kenyamanan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.  

 

 

 

B. UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 

Untuk meningkatkan kualitas  dan menjamin penyediaan pelayanan publik 

sesuai   dengan asas-asas umum pemerintahan dan  korporasi yang baik serta 

untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari 

penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, 

dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, maka 

pada tanggal 18 Juli 2009 Indonesia mensahkan Undang-Undang No 25 tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik. 

Menurut UU tersebut, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian 

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan  pelayanan sesuai dengan 

peraturan perundangundangan  bagi setiap warga negara dan penduduk  atas 

barang, jasa, dan/atau pelayanan  administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik. 

Ruang lingkup pelayanan publik menurut Undang-Undang Pelayanan Publik 

meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan 

administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam ruang 

lingkup tsb, termasuk pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat 

tinggal, komunikasi dan informasi,  lingkungan hidup, kesehatan, jaminan 
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sosial,  energi, perbankan, perhubungan, sumber daya  alam, pariwisata, dan 

sektor strategis lainnya. (Pasal 5 UU No 25 Tahun 2009) 

Dalam melaksanakan pelayanan publik pemerintah membentuk Organisasi 

Penyelenggara. Penyelenggara adalah setiap institusi  penyelenggara negara, 

korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undangundang 

untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk 

semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Penyelenggara dan seluruh 

bagian organisasi penyelenggara bertanggung  jawab atas ketidakmampuan, 

pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan. 

Organisasi penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana maksud diatas,  

sekurang-kurangnya meliputi: 

a.  pelaksanaan pelayanan; 

b.  pengelolaan pengaduan masyarakat; 

c.  pengelolaan informasi; 

d.  pengawasan internal; 

e.  penyuluhan kepada masyarakat; dan 

f.  pelayanan konsultasi.  (Pasal 8 UU No 25 Tahun 2009) 

 

Penyelenggara dapat melakukan kerja sama dalam bentuk penyerahan 

sebagian tugas penyelenggaraan pelayanan publik kepada pihak lain, dengan 

syarat kerja sama tsb tidak menambah beban bagi masyarakat. Ketentuan-

ketentuan dalam kerjasama tsb adalah: 
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a. perjanjian kerja sama penyelenggaraan   pelayanan publik dituangkan 

sesuai dengan  peraturan perundang-undangan dan dalam  pelaksanaannya 

didasarkan pada standard pelayanan; 

b. penyelenggara berkewajiban menginformasikan  perjanjian kerja sama 

kepada masyarakat; 

c. tanggung jawab pelaksanaan kerja sama berada  pada penerima kerja sama, 

sedangkan tanggung  jawab penyelenggaraan secara menyeluruh  berada pada 

penyelenggara; 

d. informasi tentang identitas pihak lain dan   identitas penyelenggara sebagai 

penanggung  jawab kegiatan harus dicantumkan oleh  penyelenggara pada 

tempat yang jelas dan mudah diketahui masyarakat; dan 

e. penyelenggara dan pihak lain wajib mencantumkan alamat tempat 

mengadu dan sarana untuk menampung keluhan masyarakat  yang mudah 

diakses, antara lain telepon, pesan  layanan singkat (short message service  

(sms)),  laman (website), pos-el (e-mail), dan kotak pengaduan. 

Selain kerjasama diatas, penyelenggara juga dapat melakukan kerja sama 

tertentu dengan pihak lain untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Kerja 

sama tertentu merupakan kerja sama yang tidak melalui prosedur seperti yang 

dijelaskan diatas, dan penyelenggaraannya tidak bersifat darurat serta harus 

diselesaikan dalam waktu tertentu, misalnya pengamanan  pada saat 

penerimaan tamu negara, transportasi pada masa  liburan lebaran, dan 

pengamanan pada saat pemilihan umum. (Pasal 13 UU No 25 Tahun 2009) 
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Dalam melaksanakan pelayanan publik, penyelenggara berkewajiban : 

a. menyusun dan menetapkan standar pelayanan; 

b. menyusun, menetapkan, dan memublikasikan  maklumat pelayanan; 

c. menempatkan pelaksana yang kompeten; 

d. menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang 

mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai; 

e. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas 

penyelenggaraan pelayanan publik; 

f. melaksanakan pelayanan sesuai dengan standard pelayanan; 

g. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang 

terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; 

h. memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang 

diselenggarakan; 

i. membantu masyarakat dalam memahami hak dan  tanggung jawabnya; 

j. bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan 

publik; 

k. memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan  hukum yang berlaku 

apabila mengundurkan diri  atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau  

jabatan; dan 

l. memenuhi panggilan atau mewakili organisasi  untuk hadir atau 

melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang 

berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, 
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berwenang, dan sah  sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 15 

UU No 29 Tahun 2009) 

Adapun asas-asas pelayanan publik tsb adalah: 

a. kepentingan umum, yaitu; Pemberian pelayanan tidak  boleh 

mengutamakan  kepentingan pribadi dan/atau golongan. 

b. kepastian hukum, yaitu Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam 

penyelenggaraan pelayanan. 

c. kesamaan hak, yaitu Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, 

agama,  golongan, gender, dan status ekonomi. 

d. keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu Pemenuhan  hak harus sebanding 

dengan kewajiban yang  harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun 

penerima pelayanan. 

e. keprofesionalan, yaitu Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi 

yang sesuai  dengan bidang tugas. 

f. partisipatif, yaitu Peningkatan peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan  pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan 

harapan masyarakat. 

g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, yaitu Setiap warga negara berhak 

memperoleh pelayanan yang adil. 

h. keterbukaan, yaitu Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah 

mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan. 
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i. akuntabilitas, yaitu Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, yaitu Pemberian 

kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga  tercipta keadilan dalam 

pelayanan. 

k. ketepatan waktu, yaitu Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat 

waktu  sesuai dengan standar pelayanan. 

l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, yaitu Setiap jenis pelayanan 

dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau. (Pasal 4 UU No 25 Tahun 

2009) 

Komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi: 

a. dasar hukum, yaitu Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 

penyelenggaraan pelayanan. 

b. persyaratan, yaitu Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu 

jenis  pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 

c. sistem, mekanisme, dan prosedur, yaitu Tata cara pelayanan yang 

dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. 

d. jangka waktu penyelesaian, yaitu Jangka waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh  proses  pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 

e. biaya/tarif, yaitu Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam  

mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari   penyelenggara yang 
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besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan 

masyarakat. 

f. produk pelayanan, yaitu Hasil  pelayanan yang diberikan dan diterima 

sesuai dengan   ketentuan yang telah ditetapkan. 

g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, yaitu Peralatan dan fasilitas yang 

diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan 

fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan. 

h. kompetensi pelaksana, yaitu Kemampuan yang  harus dimiliki oleh 

pelaksana meliputi  pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. 

i. pengawasan internal, yaitu Pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan 

satuan kerja  atau atasan langsung pelaksana. 

j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan, yaitu Tata cara pelaksanaan 

penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 

k. jumlah pelaksana, yaitu Tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja. 

l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian   pelayanan dilaksanakan 

sesuai dengan standard pelayanan. 

m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan  dalam bentuk komitmen 

untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan, 

yaitu Kepastian memberikan rasa aman dan bebas dari bahaya, risiko, dan 

keragu-raguan. 

n. evaluasi kinerja pelaksana yaitu Penilaian untuk mengetahui seberapa jauh 

pelaksanaan   kegiatan sesuai dengan standar pelayanan. (Pasal 21 UU No 25 

Tahun 2009) 
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Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan 

pelayanan publik perlu diselenggarakan sistem informasi yang bersifat 

nasional.  Sistem informasi yang bersifat nasional tsb dikelola oleh menteri, 

dan disediakan kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses. 

Penyelenggara berkewajiban mengelola  system  informasi yang terdiri atas 

sistem informasi  elektronik atau nonelektronik, informasi itu sekurang-

kurangnya meliputi: 

a. profil penyelenggara, yaitu Profil penyelenggara meliputi nama, 

penanggung jawab, pelaksana, struktur organisasi, anggaran 

penyelenggaraan, alamat pengaduan, nomor telepon, dan pos-el (email). 

b. profil pelaksana, yaitu Profil pelaksana meliputi pelaksana yang 

bertanggung  jawab, pelaksana, anggaran pelaksanaan, alamat pengaduan, 

nomor telepon, dan pos-el (email). 

c. standar pelayanan, yaitu Standar pelayanan berisi  informasi yang lengkap  

tentang keterangan yang menjelaskan lebih rinci isi  standar pelayanan 

tersebut. 

d. maklumat pelayanan. 

e. pengelolaan pengaduan, yaitu Pengelolaan pengaduan merupakan proses 

penanganan pengaduan mulai dari tahap penyeleksian, penelaahan,  dan 

pengklasifikasian sampai dengan kepastian penyelesaian pengaduan. 

f. penilaian kinerja, yaitu Penilaian kinerja merupakan hasil pelaksanaan 

penilaian penyelenggaraan pelayananyang dilakukan  oleh penyelenggara 

sendiri, bersama dengan pihak lain, atau oleh pihak lain atas permintaan 
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penyelenggara  untuk mengetahui gambaran kinerja pelayanan dengan 

menggunakan metode penilaian tertentu. (Pasal 23 UU No 25 Tahun 2009) 

Untuk kebutuhan biaya/tarif pelayanan publik, pada dasarnya  merupakan 

tanggung jawab negara dan/atau masyarakat. Apabila dibebankan kepada 

masyarakat atau penerima pelayanan, maka penentuan biaya/tarif pelayanan 

publik tsb ditetapkan dengan persetujuan Dewan Perwakilan  Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota  dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (Pasal 31 

UU No 25 Tahun 2009) 

Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas 

internal  dan pengawas eksternal. Pengawasan internal penyelenggaraan 

pelayanan  publik dilakukan melalui pengawasan oleh atasan langsung sesuai  

dengan peraturan perundang-undangan; dan pengawasan oleh pengawas 

fungsional sesuai  dengan peraturan perundang-undangan. 

Sementara pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik 

dilakukan melalui: 

a. pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik; 

b. pengawasan oleh ombudsman sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; dan 
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c. pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. (Pasal 

35 UU No 25 Tahun 2009) 

Penyelenggara berkewajiban menyediakan sarana  pengaduan dan 

menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan serta 

berkewajiban mengumumkan nama  dan alamat penanggung jawab pengelola 

pengaduan serta sarana pengaduan yang disediakan. Penyelenggara 

berkewajiban mengelola pengaduan  yang berasal dari penerima pelayanan, 

rekomendasi ombudsman, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi,  dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  

Kabupaten/Kota dalam batas waktu tertentu. Penyelenggara berkewajiban 

menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan tsb. (Pasal 36 UU No 25 Tahun 

2009) 

Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik, apabila; 

a. penyelenggara yang tidak melaksanakan  kewajiban dan/atau melanggar 

larangan; dan 

b. pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar 

pelayanan. 

Pengaduan tsb ditujukan kepada penyelenggara, ombudsman, dan/atau 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, 

Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. (Pasal 40 UU No 25 

Tahun 2009) 
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Pengaduan seperti dimaksud diatas diajukan oleh setiap orang yang dirugikan 

atau oleh pihak lain yang menerima kuasa untuk mewakilinya.Pengaduan tsb 

dilakukan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak pengadu menerima 

pelayanan. Dalam pengaduannya, pengadu dapat memasukkan tuntutan ganti 

rugi. Dalam keadaan tertentu, nama dan identitas pengadu dapat dirahasiakan. 

Pengaduan yang disampaikan secara tertulis harus memuat: 

a) nama dan alamat lengkap 

b) uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan uraian 

kerugian material atau immaterial yang diderita.  

c) permintaan penyelesaian yang diajukan; dan  

d) tempat, waktu penyampaian, dan tanda tangan. (Pasal 42 UU No 25 Tahun 

2009) 

Pengaduan tertulis tsb dapat disertai dengan bukti -bukti sebagai  pendukung 

pengaduannya.  Dalam hal pengadu membutuhkan dokumen  terkait dengan 

pengaduannya dari penyelenggara  dan/atau pelaksana untuk mendukung  

pembuktiannya itu, penyelenggara dan/atau pelaksana wajib memberikannya. 

(Pasal 43 UU No 25 Tahun 2009) 

Penyelenggara dan/atau ombudsman wajib menanggapi pengaduan tertulis 

oleh masyarakat paling lambat  14 (empat belas) hari sejak pengaduan 

diterima, yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak 

lengkapnya materi aduan tertulis tsb. Dalam hal materi aduan tidak lengkap, 

pengadu  melengkapi materi aduannya selambat- lambatnya  30 (tiga puluh) 

hari terhitung sejak menerima  tanggapan dari penyelenggara atau 
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ombudsman   sebagaimana  diinformasikan oleh pihak penyelenggara 

dan/atau ombudsman.  Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi  dalam 

waktu tsb, maka pengadu dianggap mencabut pengaduannya. (Pasal 44 UU 

No 25 Tahun 2009) 

Dalam hal penyelenggara melakukan perbuatan  melawan hukum dalam 

penyelenggaraan pelayanan  publik sebagaimana diatur dalam undang-

undang  pelayanan publik, masyarakat dapat mengajukan gugatan  terhadap 

penyelenggara ke pengadilan. Pengajuan gugatan terhadap penyelenggara, 

tidak  menghapus kewajiban penyelenggara untuk  melaksanakan keputusan 

ombudsman dan/atau penyelenggara. Pengajuan gugatan perbuatan melawan 

hukum tsb, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 

52 UU No 25 Tahun 2009) 

Dalam hal penyelenggara diduga melakukan tindak  pidana dalam 

penyelenggaraan pelayanan  publik  sebagaimana diatur dalam undang-

undang ini,  masyarakat dapat melaporkan penyelenggara kepada pihak 

berwenang. (Pasal 53 UU No 25 Tahun 2009). 

Sayangnya pelaksanaan pelayanan publik menurut UU No 25 Tahun 2009 

masih memiliki beberapa kendala. Kendala tsb disebabkan oleh belum 

dikeluarkan Peraturan pemerintah mengenai ruang lingkup, mengenai sistem 

pelayanan  terpadu, mengenai pedoman  penyusunan standar pelayanan, 

mengenai proporsi akses dan  kategori kelompok masyarakat, mengenai tata 

cara  pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik 
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dan Peraturan presiden mengenai mekanisme dan  ketentuan pemberian ganti 

rugi. 

C. Pelayanan Publik 

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) 

keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada 

organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. 

Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, Tidak 

dapat untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta 

menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyaraakat 

mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan 

bersama (Rasyid, 1998). 

 

Setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat 

dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan 

manusia. Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan public yang 

berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai 

dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama 

ini bercirikan : berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. Kecendrungan 

seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang 

melayani bukan yang dilayani. Reformasi pelayanan publik dengan 

mengembalikan dan mendudukkan “pelayan” dan “dilayani” ke pengertian 

yang sesungguhnya. Pelayanan yang seharusnya ditunjukan pada masyarakat 

umum kadang dibalik menjadi pelayanan masyarakat terhadap negara, 

meskipun negara berdiri sesungguhnya adalah untuk kepentingan masyarakat 
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yang mendirikannya. Artinya, birokrat sesungguhnya haruslah memberikan 

pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. (Sinambela dkk, 2006) 

 

Karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk 

memberikan layanan baik dan profesional. Pelayanan publik (public services) 

oleh birokrasi publik tadi adalah merupakan salah satu perwujudan dari 

fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi 

negara. Pelayanan publik (public services) oleh birokrasi publik dimaksudkan 

untuk mensejahterakan masyarakat (warga negara) dari suatu negara 

kesejahteraan (welfare state). Pelayanan umum oleh Lembaga Administrasi 

Negara (1998) diartikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum 

yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah dan di 

lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan atau 

jasa baik dalam rangka upaya kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik 

dengan demikian dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) 

keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada 

organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.  

 

Birokrasi publik harus dapat memberikan layanan publik yang lebih 

profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan 

adaptif serta sekaligus dapat membangun kualitas manusia dalam arti 

meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk secara aktif 

menentukan masa depannya sendiri (Effendi dalam Widodo, 2001).  
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Pelayanan publik yang profesional, artinya pelayanan publik yang dicirikan 

oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan (aparatur 

pemerintah). Dengan ciri sebagai berikut (Effendi dalam Widodo, 2001) : 

1. Efektif, lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan 

dan sasaran; 

2. Sederhana, mengandung arti prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan 

secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan 

mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan; 

3. Kejelasan dan kepastian (transparan), mengandung akan arti adanya 

kejelasan dan kepastian mengenai : 

a. Prosedur/tata cara pelayanan; 

b. Persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan 

administratif; 

c. Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab 

dalam memberikan pelayanan; 

d. Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya; 

e. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan. 

4. Keterbukaan, mengandung arti prosedur/tata cara persyaratan, satuan 

kerja/pejabat penanggungjawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, 

rincian waktu/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses 

pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan 

dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta; 

5. Efisiensi, mengandung arti : 

a. Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal berkaitan langsung 

dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan 

keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang 

berkaitan; 

b. Dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal 

proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan mempersyaratkan 

adanya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi pemerintah 

lain yang terkait. 

6. Ketepatan waktu, kriteria ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan 

masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan; 

7. Responsif, lebih mengarah pada daya tanggap dan cepat menanggapi apa 

yang menjadi masalah, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dilayani; 

8. Adaptif, cepat menyesuaikan terhadap apa yang menjadi tuntutan, 

keinginan dan aspirasi masyarakat yang dilayani yang senantiasa 

mengalami tumbuh kembang. 

 

Menurut Thoha dalam Widodo (2001) secara teoritis sedikitnya ada tiga 

fungsi utama yang harus dijalankan oleh pemerintah tanpa memandang 

tingkatannya, yaitu fungsi pelayan masyarakat (public service function), 
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fungsi pembangunan (development function) dan fungsi perlindungan 

(protection function). 

 

Hal yang terpenting kemudian adalah sejauh mana pemerintah dapat 

mengelola fungsi-fungsi tersebut agar dapat menghasilkan barang dan jasa 

(pelayanan) yang ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel kepada seluruh 

masyarakat yang membutuhkannya. Selain itu, pemerintah dituntut untuk 

menerapkan prinsip equity dalam menjalankan fungsi-fungsi tadi. Artinya 

pelayanan pemerintah tidak boleh diberikan secara diskriminatif. Pelayanan 

diberikan tanpa memandang status, pangkat, golongan dari masyarakat dan 

semua warga masyarakat mempunyai hak yang sama atas pelayanan-

pelayanan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

 

Pemerintah tidak harus berperan sebagai monopolist dalam pelaksanaan 

seluruh fungsi-fungsi tadi. Bagian dari fungsi tadi bias menjadi bidang tugas 

yang pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada pihak swasta ataupun dengan 

menggunakan pola kemitraan (partnership), antara pemerintah dengan swasta 

untuk mengadakannya. Pola kerjasama antara pemerintah dengan swasta 

dalam memberikan berbagai pelayanan kepada masyarakat tersebut sejalan 

dengan gagasan reinventing government yang dikembangkan Osborne dan 

Gaebler (1995). 

 

Pemerintah adalah satu-satunya pihak yang berkewajiban menyediakan 

barang publik murni dalam kaitannya dengan sifat barang privat dan barang 

publik murni, khususnya barang publik yang bernama rules atau aturan 

(kebijakan publik). Barang publik murni yang berupa aturan tersebut tidak 
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pernah dan tidak boleh diserahkan penyediaannya kepada swasta di dalam 

aturan tersebut. Menimbulkan kepentingan-kepentingan swasta yang 

membuat aturan, sehingga aturan menjadi penuh dengan vested interest dan 

menjadi tidak adil (unfair rule). Peran pemerintah yang akan tetap melekat di 

sepanjang keberadaannya adalah sebagai penyedia barang publik murni yang 

bernama aturan (Widodo, 2001 : 101). 

 

Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat 

sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan 

masyarakat. Karena itu, kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan 

umum (public services) sangat strategis karena akan sangat menentukan 

sejauhmana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya 

bagi masyarakat, yang dengan demikian akan menentukan sejauhmana negara 

telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya 

(Widodo, 2001). 

 

Dalam buku Delivering Quality Services karangan Zeithaml, Valarie A. et.al, 

1990, yang membahas tentang bagaimana tanggapan dan harapan masyarakat 

pelanggan terhadap pelayanan yang mereka terima, baik berupa barang 

maupun jasa. Dalam hal ini memang yang menjadi tujuan pelayanan publik 

pada umumnya adalah bagaimana mempersiapkan pelayanan public tersebut 

yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh publik, dan bagaimana menyatakan 

dengan tepat kepada publik mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya 

yang direncanakan dan disediakan oleh pemerintah. 
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Kemudian, untuk tujuan tersebut diperinci sebagai berikut : 

1. Menentukan pelayanan publik yang disediakan, apa saja macamnya; 

2. Memperlakukan pengguna pelayanan, sebagai customers; 

3. Berusaha memuaskan pengguna pelayanan, sesuai dengan yang 

diinginkannya; 

4. Mencari cara penyampaian pelayanan yang paling baik dan berkualitas; 

5. Menyediakan cara-cara, bila pengguna pelayanan tidak ada pilihan lain. 

 

Penilaian terhadap kualitas pelayanan tidak dapat lepas dari kemampuan 

pegawai dalam pemberian pelayanan serta penyediaan fasilitas fisik. Hal ini 

sesuai dengan teori “The triangle of balance in service quality: dari Morgan 

dan Murgatroyd (1994), bahwa perlu dipertahankan keseimbangan dari ketiga 

komponen (interpersonal component, procedures environment/process 

component, and technical/professional component) guna menghasilkan 

pelayanan yang berkualitas. Memang pada dasarnya ada 3 (tiga) ketentuan 

pokok dalam melihat tinggi rendahnya suatu kualitas pelayanan publik 

menurut Morgan dan Murgatroyd (1994), yaitu tinggi rendahnya kualitas 

pelayanan publik perlu diperhatikan adanya keseimbangan antara : 

1. Bagian antar pribadi yang melaksanakan (Inter Personal Component); 

2. Bagian proses dan lingkungan yang mempengaruhi (Process and 

Environment); 

3. Bagian profesional dan teknik yang dipergunakan (Professional and 

Technical) 
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D. Pelayanan Kesehatan 

 

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan pengertian pelayanan 

bahwa “pelayanan adalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan 

(mengurus) apa yang diperlukan orang lain. Pelayanan kesehatan adalah 

upaya, pekerjaan atau kegiatan kesehatan yang ditujukan untuk mencapai 

derajat kesehatan perorangan/ masyarakat yang optimal/ setinggi-tingginya. 

Oleh karenanya, pelayanan berfungsi sebagai sebuah sistem yang 

menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat (Pusdokkes Polri, 2006). 

 

Pelayanan kesehatan diorganisasi dalam komponen : 

1. Praktek dokter sendiri, kurang disupervisi, hanya bertanggungjawab 

kepada pasien, relatif terisolasi. 

2. Setting pelayanan rawat jalan berkelompok, seperti balai-

balaiPengobatatau klinik-klinik khusus (seperti klinik ginjal, balai 

pengobatan gigi) atauyang diselenggarakan di perguruan tinggi atau 

sekolah-sekolah, dipabrik-pabrik, di perusahaan-perusahaan atau tempat-

tempat kerja lain. 

3. Setting Rumah sakit  

4. Perawatan dalam rumah 

5. Pelayanan kesehatan masyarakat yang diorganisir dalam berbagai 

tingkatan : lokal, regional, oleh pemerintah pusat atau nasional, dan 

internasional. (Zastrow, 1982) 
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Jenis-Jenis Pelayanan Kesehatan 

1. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (Primary health care) 

Pelayanan yang lebih mengutamakan pelayanan yang bersifat dasar dan 

dilakukan bersama masyarakat dan dimotori oleh: 

-  Dokter Umum (Tenaga Medis) 

-  Perawat Mantri (Tenaga Paramedis) 

Pelayanan kesehatan primer (primary health care), atau pelayanan 

kesehatan masyarakat adalah pelayanan kesehatan yang paling depan, 

yang pertama kali diperlukan masyarakat pada saat mereka mengalami 

ganggunan kesehatan atau kecelakaan. Primary health care pada pokoknya 

ditunjukan kepada masyarakat yang sebagian besarnya bermukim di 

pedesaan, serta masyarakat yang berpenghasilan rendah di perkotaan. 

Pelayanan kesehatan sifatnya berobat jalan (Ambulatory Services) 

2. Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua (Secondary health care) 

Pelayanan yang lebih bersifat spesialis dan bahkan kadang kala pelayanan 

subspesialis, tetapi masih terbatas. Pelayanan kesehatan sekunder dan 

tersier (secondary and tertiary health care), adalah rumah sakit, tempat 

masyarakat memerlukan perawatan lebih lanjut (rujukan). Di Indonesia 

terdapat berbagai tingkat rumah sakit, mulai dari rumah sakit tipe D 

sampai dengan rumah sakit kelas A. 

Pelayanan kesehatan dilakukan oleh: 

-  Dokter Spesialis 

-  Dokter Subspesialis terbatas 
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Pelayanan kesehatan sifatnya pelayanan jalan atau pelayanan rawat 

(inpantient services) 

3. Pelayanan Kesehatan Tingkat Ketiga (Tertiary health care) 

Pelayanan Kesehatan yang lebih mengutamakan pelayanan subspesialis 

serta subspesialis luas. 

Pelayanan kesehatan dilakukan oleh: 

-  Dokter Subspesialis 

-  Dokter Subspesialis Luas 

Pelayanan kesehatan sifatnya dapat merupakan pelayanan jalan atau 

pelayanan rawat inap (rehabilitasi). (Johntson,1988) 

 

Menurut Azwar (1996) suatu pelayanan harus mempunyai persyaratan pokok, 

hal ini dimaksudkan persyaratan pokok itu dapat memberi pengaruh kepada 

pasien dalam menentukan keputusannya terhadap penggunaan ulang 

pelayanan kesehatan.  

1. Tersedia dan berkesinambungan  

Syarat pokok pertama pelayanan yang baik adalah pelayanan kesehatan 

tersebut harus tersedia di masyarakat (acceptable) serta bersifat 

berkesinambungan (sustainable). Artinya semua jenis pelayanan kesehatan 

yang dibutuhkan masyarakat tidak sulit ditemukan, serta keberadaannya 

dalam masyarakat adalah pada setiap saat dibutuhkan.  

2. Dapat diterima dan wajar  

Syarat pokok kedua pelayanan yang baik adalah yang dapat diterima oleh 

masyarakat serta bersifat wajar artinya pelayanan kesehatan tersebut tidak 

bertentangan dengan kenyakinan dan kepercayaan masyarakat. pelayanan 
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kesehatan yang bertentangan dengan kenyakinan , adat istiadat, 

kebudayaan masyarakat serta bersifat tidak wajar bukanlah suatu keadaan 

pelayanan kesehatan yang baik.  

3. Mudah dicapai  

Syarat pokok ke tiga adalah mudah dicapai (accessible) oleh masyarakat. 

Pengertian ketercapaian yang dimaksud disini terutama dari sudut lokasi. 

Dengan demikian untuk dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang 

baik maka pengaturan distribusi sarana kesehatan menjadi sangat penting. 

Bila fasilitas ini mudah dijangkau dengan menggunakan alat transportasi 

yang tersedia maka fasilitas ini akan banyak dipergunakan. Tingkat 

penggunaan dimasa lalu dan kecendrungan merupakan indikator terbaik 

untuk perubahan jangka panjang dan pendek dari permintaan pada masa 

yang akan datang.  

4. Terjangkau  

Syarat pokok keempat pelayanan yang baik adalah terjangkau (affordable) 

oleh masyarakat. Pengertian keterjangkauan yang dimaksud disini 

terutama dari sudut biaya untuk dapat mewujudkan harus dapat 

diupayakan biaya pelayanan kesehatan tersebut sesuai dengan kemampuan 

ekonomi masyarakat. Pelayanan kesehatan yang mahal yang hanya dapat 

dinikmati oleh sebahagian masyarakat saja, bukan pelayanan kesehatan 

yang baik.  

5. Bermutu  

Syarat pokok kelima pelayanan yang baik adalah bermutu (Quality) yaitu 

yang menunjukan pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang 



39 

 

diselenggarakan, yang disatu pihak dapat memuaskan para pemakai jasa 

pelayanan dan dipihak lain tata cara penyelenggaraan sesuai kode etik 

serta standar yang telah ditetapkan.  

 

Upaya Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, 

kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan 

derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dapar terwujud. Peningkatan 

kualitas derajat kesehatan masyarakat menurut Hendrik L Blum dipengaruhi 

oleh lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan dan keturunan. Lingkungan 

dan perilaku memegang peranan paling besar dalam meningkatkan kualitas 

derajat kesehatan masyarakat. Pengaruh lingkungan tidak sekedar hanya 

lingkungan fisik saja tetapi juga non fisik seperti sosial, budaya, ekonomi, 

dan politik. 

 

 

E. Standar Pelayanan Publik 

 

Pelayanan publik harus diberikan berdasarkan standar tertentu. Standar adalah 

spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai patokan dalam 

melakukan kegiatan. Dengan demikian, standar pelayanan publik adalah 

spesifikasi teknis pelayanan yang dibakukan sebagai patokan dalam 

melakukan pelayanan publik. Standar pelayanan publik tersebut merupakan 

ukuran atau persyaratan baku yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik dan wajib ditaati oleh pemberi pelayanan (pemerintah) dan 

atau pengguna pelayanan (masyarakat). Setiap penyelenggaraan pelayanan 
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publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan 

adanya kepastian bagi penerima pelayanan. (Silahudin,2010) 

1. Pentingnya Standar Pelayanan Publik 

Standar pelayanan publik wajib dimiliki oleh institusi penyelenggara 

layanan publik untuk menjamin diberikannya pelayanan yang berkualitas 

oleh penyedia layanan publik sehingga masyarakat penerima pelayanan 

publik merasakan adanya nilai yang tinggi atas pelayanan tersebut. Tanpa 

adanya standar pelayanan publik maka akan sangat mungkin terjadi 

pelayanan yang diberikan jauh dari harapan publik. Dalam keadaan seperti 

itu akan timbul kesenjangan harapan (expectation gap) yang tinggi. 

Standar pelayanan publik berfungsi untuk memberikan arah bertindak bagi 

institusi penyedia pelayanan publik. Standar tersebut akan memudahkan 

instansi penyedia pelayanan untuk menentukan strategi dan prioritas. Bagi 

pemerintah sebagai otoritas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan 

pelayanan publik, penetapan standar pelayanan untuk menjamin 

dilakukannya akuntabilitas pelayanan publik sangat penting. Standar 

pelayanan publik dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk selalu 

meningkatkan mutu pelayanan. Selain itu, standar pelayanan juga dapat 

dijadikan salah satu dasar untuk menghitung besarnya subsidi yang harus 

diberikan oleh pemerintah untuk pelayanan publik tertentu. 

(Silahudin,2010) 
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2. Cakupan Standar Pelayanan Publik 

Cakupan standar pelayanan publik yang harus ditetapkan sekurang-

kurangnya meliputi : 

a. Prosedur pelayanan 

Dalam hal ini harus ditetapkan standar prosedur pelayanan yang 

dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk prosedur 

pengaduan. 

b. Waktu Penyelesaian 

Harus ditetapkan standar waktu penyelesaian pelayanan yang 

ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan 

penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. 

c. Biaya Pelayananan 

Harus ditetapkan standar biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya 

yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan. Hendaknya setiap 

kenaikan tarif/biaya pelayanan diikuti dengan peningkatan kualitas 

pelayanan. 

d. Produk Pelayanan 

Harus ditetapkan standar produk (hasil) pelayanan yang akan diterima 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan harga pelayanan 

yang telah dibayarkan oleh masyarakat, mereka akan mendapat 

pelayanan berupa apa saja. 

e. Sarana dan Prasarana 

Harus ditetapkan standar sarana dan prasarana pelayanan yang memadai 

oleh penyelenggara pelayanan publik. 
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f. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan 

Perlu ditetapkan standar kompetensi petugas pemberi pelayanan 

berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku 

yang dibutuhkan. (Silahudin,2010) 

 

Penyelenggaraan pelayanan publik perlu memperhatikan prinsip, standar, dan 

pola penyediaan pelayanan bagi penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil 

dan balita dan mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana yang 

diperlukan serta memberikan akses khusus berupa kemudahan pelayanan bagi 

penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil dan balita. (Silahudin,2010) 

 

F. Kualitas Pelayanan Publik 

 

 

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, 

jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan 

(Fandy Tjiptono, 1997). 

 

Organisasi pelayanan publik mempunyai ciri public accuntability, dimana 

setiap warga negara mempunyai hak untuk mengevaluasi kualitas pelayanan 

yang mereka terima. Adalah sangat sulit untuk menilai kualitas suatu 

pelayanan tanpa mempertimbangkan peran masyarakat sebagai penerima 

pelayanan dan aparat pelaksana pelayanan itu. Evaluasi yang berasal dari 

pengguna pelayanan, merupakan elemen pertama dalam analisis kualitas 

pelayanan publik. Elemen kedua dalam analisis adalah kemudahan suatu 

pelayanan dikenali baik sebelum dalam proses atau setelah pelayanan itu 

diberikan (Fandy Tjiptono, 1997). 



43 

 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kualitas dapat diberi pengertian 

sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk (barang dan/atau jasa) yang 

menunjang kemampuan dalam memenuhi kebutuhan. Kualitas sering kali 

diartikan sebagai segala sesuatu yang memuaskan pelanggan atau sesuai 

dengan persyaratan atau kebutuhan. 

 

Disebutkan selanjutnya bahwa harapan konsumen terhadap kualitas 

pelayanan sangat dipengaruhi oleh informasi yang diperolehnya dari mulut ke 

mulut, kebutuhan-kebutuhan konsumen itu sendiri, pengalaman masa lalu 

dalam mengkonsumsi suatu produk, dan komunikasi eksternal melalui media. 

 

Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan 

masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima 

yang tercermin dari (Sinambela dkk, 2006): 

1. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat di 

akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara 

memadai serta mudah di mengerti. 

2. Akuntabilitas, yakni pelayan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan 

pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip 

efesiensi dan efektivitas. 

4. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, 

kebutuhan, dan harapan masyarakat. 
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5. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat 

dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status social, 

dan lain-lain. 

6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang 

mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima 

pelayanan publik.   

 

Jika dihubungkan dengan administrasi publik, pelayanan adalah kualitas 

pelayanan birokrat terhadap masyarakat. Katakualitas memiliki banyak 

definisi yang berbbeda dan bervariasi mulai dari yang konvensional hingga 

yang lebih strategis. Definisi konvensional dari kualitas biasanya 

menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk, seperti (Sinambela 

dkk, 2006): 

1. Kinerja (performance), 

2. Keandalan (reliability), 

3. Mudah dalam penggunaan (ease of use), 

4. Estetika (esthetics), dan sebagainya. 

 

Adapun dalam definisi strategis dinyatakan bahwa kualitas adalah segala 

sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan 

(meeting the needs of customers). 

 

Berdasarkan pengertian kualitas, baik yang konvensional maupun yang lebih 

strategis oleh Gaspersz (1997) mengemukakan bahwa pada dasarnya kualitas 

mengacu kepada pengertian pokok : 
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1. kualitas terdiri atas sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan 

langsung, maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan 

pelanggan dan memberikan kepuasan atas penggunaan produk 

2. kualitas terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau 

kerusakan. 

 

Konsep kualitas bersifat relatif, maksudnya penilaian kualitas bergantung 

kepada perspektif yang digunakan untuk menentukan ciri-ciri pelayanan yang 

spesifik. Menurut Trilestari (2004:5) mengatakan pada dasarnya terdapat tiga 

orientasi kualitas yang seharusnya konsisten antara yang satu dengan yang 

lain, yaitu persepsi pelanggan, produk, dan proses. Untuk produk jasa 

pelayanan, ketiga orientasi tersebut dapat menyumbangkan keberhasilan 

organisasi ditinjau dari kepuasan pelanggan. 

 

Lebih jauh Norman (dalam Trilestari 2004:1-2) mengatakan, apabila kita 

ingin sukses memberikan kualitas pelayanan, kita harus memahami terlebih 

dahulu karakteristik tentang pelayanan sebagai berikut: 

1. Pelayanan sifatnya tidak dapat diraba, pelayanan sangat 

berlawanan sifatnya dengan barang jadi. 

2. Pelayanan itu kenyataannya terdiri dari tindakan nyata dan merupakan 

pengaruh yang sifatnya adalah tindak sosial. 

3. Produksi dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata, 

karena pada umumnya kejadian bersamaan dan terjadi di tempat yang 

sama. 
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Karakteristik tersebut dapat menjadikan dasar bagaimana dapat memberikan 

kualitas pelayanan yang baik. Pengertian kualitas lebih luas dikatakan oleh 

Daviddow dan Uttal (1989:19) “Merupakan usaha apa saja yang digunakan 

untuk mempertinggi kepuasan pelanggan (whatever enhances customer 

satisfaction)”. Kotler (1997:49) mengatakan “Kualitas adalah keseluruhan 

ciri serta sifat dari suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada 

kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau 

tersirat”. Menurut, Sinambela, dkk (2006: 6) “kualitas adalah segala sesuatu 

yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (meeting the 

needs of customers)”. Sedangkan rumusan kualitas pelayanan 

sebagaimana Goetsch dan Davis yang kutip LAN RI (2003:17) : 

“Sebagai kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, 

proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Juga diartikan 

sebagai sesuatu yang berhubungan dengan terpenuhinya harapan/kebutuhan 

pelanggan, dimana pelayanan dikatakan berkualitas apabila dapat 

menyediakan produk dan jasa (pelayanan) sesuai dengan kebutuhan dan 

harapan pelanggan”. 

 

Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi 

kebutuhan dan harapan masyarakat. Apabila masyarakat tidak puas terhadap 

suatu pelayanan yang disediakan, maka pelayanan tersebut dapat dipastikan 

tidak efisien. Karena itu, kualitas pelayanan sangat penting dan selalu fokus 

kepada kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan menurut Fitzimmons and 

Fitzimmons (2001: 2) adalah“customer satisfaction is customers perception 

that a supplier has met or exceeded their expectation”. Dari definisi tersebut 

dapat ditelaah bahwa kepuasan pelanggan dalam hal ini adalah persepsi 

masyarakat akan kenyataan dari realitas yang ada yang dibandingkan dengan 
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harapan-harapan yang ada. Atau adanya perbedaaan antara harapan konsumen 

terhadap suatu pelayanan yang diberikan oleh penyedia layanan.  

 

Selanjutnya Fitzimmons and Fitzimmons (2001: 16), agar persepsi 

masyarakat terhadap layanan yang diberikan pemerintah semakin tetap 

terjaga kebermutuannya, perlu dilakukan pengukuran kepuasan pelanggan 

dengan cara: 

1. Mengetahui sejauh mana pelanggan yang lari atau pindah kepada penyedia 

layanan lainnya, bagi suatu perusahaan hal tersebut sebenarnya merupakan 

kerugian bagi perusahaan. Dalam konteks pelayanan publik dimana 

pelayanan dilakukan secara monopolistik dimana konsumen tidak bisa 

memilih, maka kerugiannya bukan berpindahnya pelanggan tetapi 

ketidakpedulian masyarakat akan layanan / pembangunan yang dilakukan. 

2. Mengetahui kesenjangan pelayanan yaitu kesenjangan antara harapan dan 

pengalaman yaitu dengan cara melihat kesenjangan antara pelayanan yang 

diberikan atau diharapkan pelanggan (expected service) dengan pelayanan 

yang dirasakan oleh penerima layanan(percieved service). 

 

G. Kepuasan Masyarakat 

 

 

Kepuasan itu sendiri menurut Kotler (2004) adalah perasaan senang atau 

kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi/ 

kesannya terhadap kinerja (atau hasil) suatu produk dan harapan-harapan. 
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Kepuasan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan 

keberhasilan suatu badan usaha karena masyarakat adalah konsumen dari 

produk yang dihasilkannya. Hal ini didukung oleh pernyataan Hoffman dan 

Beteson (1997), yaitu : ”weithout customers, the service firm has no reason to 

exist”. Definisi kepuasan masyarakat menurut Mowen (1995): ”Customers 

satisfaction is defined as the overall attitudes regarding goods or services 

after its acquisition and uses”. Oleh karena itu, badan usaha harus dapat 

memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat sehingga mencapai kepuasan 

masyarakat dan lebih jauh lagi kedepannya dapat dicapai kesetiaan 

masyarakat. Sebab, bila tidak dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan 

masyarakat sehingga menyebabkan ketidakpuasan masyarakat mengakibatkan 

kesetiaan masyarakat akan suatu produk menjadi luntur dan beralih ke produk 

atau layanan yang disediakan oleh badan usaha yang lain.  

 

Menurut Mendelsohn (1998) ada 2 keuntungan bagi badan usaha dengan 

adanya kepuasan masyarakat, yaitu : 

”First, retaining customers is less expensive than acquiring new ones. 

Second, increasing competition in the form of product, organizations, and 

distributing outlets means fierce pressure for costumers. And costumners 

satisfaction is viable strategy to maintain market share against the 

competitions”. 

 

Untuk mengukur kepuasan masyarakat digunakan atribut yang berisi tentang 

bagaimana masyarakat menilai suatu produk atau layanan yang ditinjau dari 

sudut pandang pelanggan. Menurut Frederik Mote (2008), kepuasan 

masyarakat dapat diukur melalui atribut-atribut pembentuk kepuasan yang 

terdiri atas : 
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1. Value to price relationship. Hubungan antara harga yang ditetapkan oleh 

badan usaha untuk dibayar dengan nilai/manfaat yang diperoleh 

masyarakat. 

2. Product value adalah penilaian dari kualitas produk atau layanan yang 

dihasilkan suatu badan usaha. 

3. Product benefit adalah manfaat yang diperoleh masyarakat dari 

mengkosumsi produk yang dihasilkan oleh badan usaha. 

4. Product feature adalah ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang mendukung 

fungsi dasar dari suatu produk sehingga berbeda dengan produk yang 

ditawarkan pesaing. 

5. Product design adalah proses untuk merancang tampilan dan fungsi 

produk. 

6. Product reliability and consistency adalah kekakuratan dan keandalan 

produk ang dihasilkan oleh suatu badan usaha. 

7. Range of product ar services adalah macam dari produk atau layanan yang 

ditawarkan oleh suatu badan usaha.  

 

Kemudian attribute related to service meliputi (Frederik Mote, 2008 : 20):  

1. Guarantee or waranty adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh 

badan usaha dan diharapkan dapat memuaskan masyarakat. 

2. Delivery communication adalah pesan atau informasi yang disampaikan 

oleh badan usaha kepada masyarakatnya. 

3. Complain handling adalah sikap badan usaha dalam menangani 

keluhankeluhan atau pengaduan. 
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4. Resolution of problem adalah tanggapan yang diberkan badan usaha dalam 

membantu memecahkan masalah masyarakat yang berkaitan dengan 

layanan yang diterimanya. 

 

Selanjutnya attributes related to the purchase meliputi (Frederik Mote, 2008 : 

21): 

1. Courtesy adalah kesopanan, perhatian dan keramahan pegawai 

2. Communication adalah kemampuan pegawai dalam melakukan 

komunikasi dengan masyarakat pelanggan. 

3. Ease or convinience of acquisition adalah kemudahan yang diberikan oleh 

badan usaha untuk mendapatkan produk atau layanan yang ditawarkan. 

4. Company reputation adalah baik tidaknya reputasi yang dimiliki oleh 

badan usaha dalam melayani masyarakat. 

5. Company competence adalah baik tidaknya kemampuan badan usaha 

dalam melayani masyarakat. 

 

H. Kerangka Pikir 
 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi kenyataan bahwa adanya ketidakpuasan 

masyarakat terhadap Rumah Sakit Ahmad Yani Kota Metro. Hal ini 

mengindikasikan adanya permasalahan pada pelayanan dalam bidang 

kesehatan, sementara ada anggapan bahwa Rumah Sakit Umum adalah 

tempat pengobatan masyarakat umum dan merupakan pusat pelayanan 

kesehatan tingkat daerah di Kota Metro. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui dan menganalisis sejauh mana pelayanan kesehatan yang telah 



51 

 

diberikan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan di Rumah 

Sakit Ahmad Yani Kota Metro yang ditunjukkan dalam indeks kepuasan 

masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Alur Berpikir 

 

Penelitian ini dilakukan supaya kualitas pelayanan Rumah Sakit Ahmad Yani 

sudah seperti yang diharapkan oleh para pengguna jasa layanan, hal ini dilihat 

dari tingkat kepuasan masyarakat yang dilihat dari 14 indikator sesuai dengan 

Kep.MENPAN No. 25 Tahun 2004. 14 indikator tersebut digunakan untuk 

mengukur indeks kepuasan masyarakat. 

Analisis IKM di RSUD Jend. Ahmad Yani Kota 

Metro : 

1. Prosedur pelayanan 

2. Persyaratan pelayanan 

3. Kejelasan petugas pelayanan 

4. Kedisiplinan petugas pelayanan 

5. Tanggung jawab petugas pelayanan 

6. Kemampuan petugas pelayanan 

7. Kecepatan pelayanan 

8. Keadilan dan mendapatkan pelayanan 

9. Kesopanan dan keramahan petugas 

10.  Kewajaran biaya pelayanan 

11. Kepastian biaya pelayanan 

12. Kepastian jadwal pelayanan 

13. Kenyamanan lingkungan 

14. Keamanan pelayanan 

Puas  Tidak Puas 


